
BUPATI BENGKULU SELATANPERATURAN BUPATI BENGKULU SELATANNOMOR 31 TAHUN 2011TENTANGPEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIALYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BENGKULU SELATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BENGKULU SELATANMenimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dantransparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yangbersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,perlu diatur pengelolaannya;b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah“Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring danevaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut denganPeraturan Kepala Daerah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan;Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang OrganisasiKemasyarakatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3298);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Republik IndonesiaNomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan  Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan  Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali,terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat Dan PemerintahanDaerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran  Negara Republik IndonesiaNomor 4438);7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SistemJaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4456);8. Undang-undang Nomor  24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan  Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan  LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 TentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4967);10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4577);12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140  Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 TentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang TataCara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerima Hibah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5202);16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001tentang Perubahan kedua peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.19. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2009tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAHDAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULUSELATAN. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur PenyelenggaraPemerintahan Daerah;3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasukdidalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandaerah.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat  APBD adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepalaSKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagaiBendahara umum daerah.8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat  SKPKD adalahPerangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selakupengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangandaerah.9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah PerangkatDaerah pada  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku penggunaanggaran/pengguna barang.10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yangdibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yangmempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangkapenyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, PPKD danPejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;



11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalahrencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selakubendahara umum daerah.12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaranSKPD.13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKDmerupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagiankeuangan selaku bendahara umum daerah.14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalahDokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat danorganisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkanya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yangbertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintahdaerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, organisasikemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerusdan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resikososial.17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensiterjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompokdan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosialakan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjianhibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antarapemerintah daerah dan penerima hibah.19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakatwarga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,profesi, fungsi agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadahNegara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila termasuk organisasinon pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. BAB IIRUANG LINGKUPPasal 2Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasipemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.BAB IIIHIBAHBagian KesatuUmumPasal 3(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang, barangatau jasa.



(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelahmemprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjangpencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikanasas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria palingsedikit :a. Peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan.b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecualiditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; danc. Memenuhi persyaratan penerima hibah.Bagian KeduaSasaran Pemberian HibahPasal 4Hibah dapat diberikan kepada :a. Pemerintah.b. Pemerintah daerah lainnya.c. Perusahaan daerah.d. Masyarakat;dan/ataue. Organisasi kemasyarakatan. Pasal 5(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikankepada satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementerian yangwilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufb diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimanadiamanatkan peraturan perundang-undangan.(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf cdiberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yangditerima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikankepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian,pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional.(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufe diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturanperundang-undangan. Pasal 6(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikandengan persayaratan paling sedikit :a. Memiliki kepengurusan yang jelas;danb. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten BengkuluSelatan.(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :



a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun,kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten BengkuluSelatan;danc. Memiliki sekretariat tetap. Bagian KetigaPenganggaranPasal 7(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat danorganisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepadaBupati.(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasilevaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.Pasal 8(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibahdalam rancangan KUA dan PPAS.(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputianggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.Pasal 9(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) menjadidasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanjahibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yangdiformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanjabarang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihakketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihakketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkannama penerima dan besaran hibah.Bagian KeempatPelaksanaan dan PenatausahaanPasal 11(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.



Pasal 12(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditanda tangani bersama olehBupati dan penerima hibah.(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuanmengenai :a. Pemberi dan penerima hibah.b. Tujuan pemberian hibah.c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.d. Hak dan kewajiban.e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah, danf. Tata cara pelaporan hibah.(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.Pasal 13(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang ataujasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerahtentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasarpenyaluran/penyerahan hibah(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibahdilakukan setelah penandatanganan NPHD.(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaranlangsung (LS). Pasal 14Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Bagian KelimaPelaporan dan PertanggungjawabanPasal 15(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pengajuan fisik dan keuanganpenggunaan dana hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibahkepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.Pasal 16(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahunanggaran berkenaan.(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenisbelanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.Pasal 17Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;b. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang penetapan daftar penerima hibah;c. NPHD;d. Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterimaakan digunakan sesuai dengan NPHD;dane. Bukti transfer atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasaatas pemberian hibah berupa barang/jasa.



Pasal 18(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan hibahyang diterimanya.(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :a. Laporan penggunaan hibah;b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterimatelah digunakan sesuai NPHD;danc. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terimabarang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf bdisampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecualiditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dandipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.Pasal 19(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahunanggaran berkenaan.(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai denganakhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.Pasal 20(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansipemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan ataslaporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimanadimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari peraturan ini. BAB IVBANTUAN SOSIALBagian KesatuUmumPasal 21(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompokmasyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa uang atau barang.(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelahmemprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 22Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabilsebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik bencana atau fenomena alam agardapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yangberperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat darikemungkinan terjadinya resiko sosial.



Pasal 23(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhikrtiteria paling sedikit :a. Selektif;b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapatberkelanjutan;d. Sesuai tujuan penggunaan;(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuansosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi darikemungkinan kondisi sosial.(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi :a. Memiliki identitas yang jelas;danb. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah.(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harusdiberikan setiap tahun anggaran.(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdiartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampaipenerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwatujuan pemberian bantuan sosial meliputi :a. Rehabilitasi sosial;b. Perlindungan sosial;c. Pemberdayaan sosial;d. Jaminan sosial;e. Penaggulangan kemiskinan;danf. Penanggulangan bencana;
Pasal 24(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a ditujukanuntuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalamidisfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b ditujukanuntuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosialseseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapatdipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c ditujukanuntuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalahsosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d merupakanskema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhikebutuhan dasar hidupnya yang layak.(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf emerupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,kelompok masyarakat  yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber matapencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf fmerupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.



Pasal 25(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerimabantuan sosial.(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yangdiberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacatberat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barangyang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraanoperasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuanperahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tunasosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Bagian KeduaPenganggaranPasal 26(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasilevaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuansosial dalam rancangan KUA dan PPAS.(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputianggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
Pasal 28(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadidasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 29(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam programdan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanjabantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akandiserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.



(3) Dalam rincian obyek  belanja sebagaimana  dimaksud dalam pasal (1) dan ayat (2)dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
Bagian KetigaPelaksanaan dan PenatausahaanPasal 30(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 31(1) Bupati menetapkan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkanperaturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada usulan dari penerimabantuan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung(LS).(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Guna Uang(GU).(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuansosial dan surat pernyataan untuk mempertanggung jawabkan paling lama 1 (satu)bulan setelah bantuan diterima.
Pasal 32Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalampasal 21 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatPelaporan dan pertanggungjawabanPasal 33(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuansosial kepada Bupati melalui PPKD.(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuansosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
Pasal 34(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial padaPPKD dalam tahun anggaran berkenaan.(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosialpada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pasal 35Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :



a. Usulan proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati Bengkulu Selatan.b. Kwitansi penerimaan dari penerima bantuan.c. Fakta integritas dari  penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosialyang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;dand. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau buktiserah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
Pasal 36(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material ataspenggunaan bantuan sosial yang diterimanya.(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yangditerima telah digunakan sesuai dengan usulan;danc. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa barang.(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf bdisampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecualiditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dandipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
Pasal 37(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerahdalam tahun anggaran berkenaan.(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosialsampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalamneraca.
Pasal 38(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansipemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan ataslaporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimanadimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VMONITORING DAN EVALUASIPasal 39(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuansosial.(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsipengawasan.



Pasal 40Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telahdisetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 41Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.Ditetapkan di MannaPada Tanggal 13 - 12- 2011BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. RESKAN E. AWALUDDINDiundangkan di MannaPada tanggal 13 - 12 - 2011SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BENGKULU SELATAN
H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
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